BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 11\ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 97

Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka
Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
kepada Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun
Anggaran 2023.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegarA Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 468);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 67357);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Taun

2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Utara Nomor 72).

12.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Konwe Utara Tahun 2021
Nomor 123).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG

PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

s

10,

11.

Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Konawe Utara.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya
disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Konawe Utara.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas -
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal -usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang
dipimpin oleh Camat.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat
APIP adalah inspektorat daerah Kabupaten Konawe Utara.
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16.

17

18.

19.

20.

21

X2

23.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa;
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penenmaan Desa dan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat
DPA Desa adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan,
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APB Desa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Desa yang
selanjutnya disingkat DPPA Desa adalah dokumen yang memuat
perubahan rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan
APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa
adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas
keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas
untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA/DPPA
Desa yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
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Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
BHPRD adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan
hasil pajak dan retribusi daerah yang diperuntukan bagi Desa.

Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah
dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah
yang diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh per
seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah tahun 2022;
Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD
adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil
retribusi daerah yang diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10%
(sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi
daerah tahun 2022;

Sisa BHPRD adalah BHPD dan BHRD yang tidak tersalurkan ke
RKD sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan berakhir dan
tetap berada di RKUD untuk disalurkan kembali pada tahun
anggaran selanjutnya.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peratuaran Bupati ini meliputi penganggaran, perhitungan
alokasi, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
serta pembinaan dan pengawasan BHPRD tahun anggaran 2023.

BAB III
PENGANGGARAN BHPRD

Pasal 3

Pemerintah Daerah menganggarkan Bagi BHPRD tahun anggaran 2023
kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
(1) BHPD yang tidak tersalurkan pada tahun 2022 dianggarkan paling

(2)

(3)

sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi pendapatan pajak daerah
tahun 2022.

BHRD yang tidak tersalurkan pada tahun 2022 dianggarkan paling
sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi pendapatan retribusi
daerah tahun 2022.

BHPD dan BHRD yang tidak tersalurkan pada tahun 2022 sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau melalui Perubahan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.



BAB IV
PERHITUNGAN ALOKASI BHPRD

Pasal 4

(1) Besaran Aloksi BHPRD Tahun Anggaran 2023 adalaah sebesar

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)
(2)

Rp. 887.017.038.- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Belas
Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah).
Perhitungan alokasi pagu BHPRD untuk setiap desa dilakukan dengan
cara membagi 60% (enam puluh persen) secara merata kepada seluruh
Desa dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional
berdasarkan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas
wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa dan realisasi penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
tahun 2022 pada masing-masing desa dengan bobot sebagai berikut:
20 % (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
25 % (dua puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
20 % (daua puluh persen) untuk luas wilayah;
15 % (lima belas persen) untuk tingkat kesulitan geografi; dan
20 % (dua puluh persen) untuk realisasi Penerimaan PBB-P2.

Dengan ketentuan jumlah total bobot sebagaimana dimaksud butir a

sampai dengan butir e adalah sama dengan 100 % (seratus persen).
Hasil perhitungan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
tidak tepat 60% dan 40% dengan melakukan pembulatan BHPRD setiap
Desa untuk mempermudah dalam penyusunan APB Desa.
Pagu BHPD dan Pagu BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijumlahkan menjadi Pagu BHPRD setiap Desa.
Pagu BHPRD setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Rincian Pagu BHPRD setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (5)
merupakan dasar bagi setiap Desa dalam menganggarkan BHPRD pada
APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau melalui
perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes tahun
anggaran 2023.

e R

BAB YV
PENYALURAN BHPRD

Pasal 5

Penyaluran BHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah.



Pasal 6

Penyaluran BHPRD yang tidak tersalurkan pada tahun 2022 dilakukan

dalam 2 (dua) tahap yang diatur sebagai berikut:

- Penyaluran tahap 1 (satu) maksimal sebesar 50% (lima puluh persen)
setelah DPMD menerima Perubahan Perkades tentang Penjabaran APB
Desa Tahun Angggaran 2023 dan/atau Perubahan APB Desa Tahun
Angggaran 2023.

- Penyaluran tahap 2 (dua) maksimal sebesar 50% (lima puluh persen)
setelah DPMD menerima Laporan Pertanggungjawaban penggunaan
BHPRD Tahap 1 (satu).

Pasal 7

Dokumen persyaratan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (BHPRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur sebagai
berikut:

a. Penyaluran BHPRD tahap I (satu) terdiri dari :

Surat permohonan Kepala Desa tentang penyaluran BHPRD tahap [;
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2023 dan/atau
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa
Tahun 2023;

Surat Rekomendasi Camat;

Surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/
menggunakan anggaran dana desa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

Hasil Verifikasi Dinas PMD atas kebenaran data yang diajukan tahap
untuk penarikan BHPRD.

b. Penyaluran BHPRD tahap II (dua) terdiri dari :

Surat permohonan Kepala Desa tentang penyaluran BHPRD tahap II;
Laporan realisasi penyerapan dan capaian BHPRD tahap 1 yang
memuat rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari BHPRD tahap I yang telah
disalurkan;

Salinan bukti pengeluaran/kwitansi pembayaran yang telah
diverifikasi Sekretaris Desa dengan Laporan Penatausahaan dan
Laporan Pembukuan;

Surat rekomendasi Camat;

Surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan
melaksanakan/menggunakan anggaran BHPRD sesuai ketentuan
yang berlaku;

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran formil dan
materil pertanggungjawaban BHPRD; dan

Hasil Verifikasi atas Laporan Penggunaan Dana BHPRD Tahap
Pertama dari DPMD.



BAB VI
PENGGUNAAN BHPRD

Pasal 8
(1) BHPRD digunakan wuntuk membiayai bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat
dan mendesak.

(2) Penggunaan BHPRD untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk penghasilan
tetap, tunjangan, dan insentif yang belum mencukupi yang bersumber
dari dari Alokasi Dana Desa.

(3) Penggunaan BHPRD dapat digunakan untuk kegiatan kelancaran
operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang dialokasikan kepada Petugas Pemungut yang ditunjuk
oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

(4) Penggunaan BHPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan
mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BHPRD

Pasal 9

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
bertanggung jawab atas penggunaan BHPRD di Desanya.

(2) Pertanggungjawaban BHPRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban
APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah
pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.

(3) Pertanggungjawaban BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (2)
mempedomani ketetuan perundang-undangan yang mengatur tentang
pengelolaan keuangan desa.

Pasal 10

Bentuk pelaporan atas program dan kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai
dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah Laporan
Realisasi Penerimaan dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BHPRD

Pasal 11

(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BHPRD dilakukan oleh Bupati
melalui DPMD, Camat dan APIP sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.

(2) Camat wajib melakukan rapat evaluasi keuangan Desa secara terpisah
bersama masing-masing kepala desa dan Ketua BPD dan melaporkan



¥

hasilnya kepada Bupati melalui DPMD tembusan kepada APIP paling
sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

(3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan audit penggunaan
BHPRD.

(4) DPMD berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Kepala Desa
penerima BHPRD, apabila desa penerima BHPRD belum menyampaikan
laporan penggunaan sampai batas waktu yang ditentukan.

(5) Kepala Desa penerima BHPRD yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa
dan/atau Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau menjadi
pedoman dalam penyusunan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe
Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal Jl‘ W 2023

4{BUPATI KONAWE UTARA,B—-

v

H. RUKSAMIN [

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 01\ Metr 2023

SEKRETARIS DAERAH *
KABUPATEN KONAWE UTARA,

g

H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR G§%2



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR  : 14 TAHUN 2023
TANGGAL Mel 202%
TENTANG : PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PER-DESA
PAGU
ALOKASI DANA
NO KECAMATAN DESA ALOKASIDASAR 60% | ALOKASIFORMULA40% | basi HASIL | PAGU ALOKASI
RETRIBUSI
(BHPR)
i ASERA WANGGUDU RAYA 3.347.234 2.901.000 6.248.000 6.248.000
2 ASERA WALALINDU 3.347.234 2.628.000 5.975.000 5.975.000
3 ASERA TANGGULURI 3.347.234 1,626.000 4973.000 4.973.000
4 ASERA AMOROME 3.347.234 2,425,000 5.772.000 5.772.000
5 ASERA WAWOLIMBUE 3.347.234 1.098.000 4.445.000 4.445.000
6 ASERA WALASOLO 3.347.234 2,352,000 5.699.000 5.699.000
7 ASERA WUNDUHAKA 3.347.234 2,632,000 5,979,000 5.979.000
8 ASERA TAPUWATU 3.347.234 1.721.000 5.068.000 5.068.000
9 ASERA ASEMINUNULAI 3.347.234 6.114.000 9.461.000 9.461.000
10 ASERA PUUNGGOMOSI 3.347.234 1.992.000 5.339.000 5.339.000




11 ASERA PUUWANGGUDU 3.347.234 1.936.000 5.283.000 5.283.000
12 ASERA LONGEO UTAMA 3.347.234 1.961.000 5.308.000 5.308.000
13 ASERA KOTA MULYA 3.347.234 1.697.000 5.044.000 5.044.000
14 ASERA AMOROME UTAMA 3.347.234 2.309.000 5.656.000 5.656.000
15 ASERA ANDEDAO 3.347.234 1.083.000 4.430.000 4.430.000
16 ASERA ALAA WANGGUDU 3.347.234 1.342.000 4.689.000 4.689.000
17 ASERA OHEO TRANS 3.347.234 2.425.000 5.772.000 5.772.000
18 WIWIRANO PADALERE 3.347.234 4.356.000 7.703.000 7.703.000
19 WIWIRANO TETEWATU 3.347.234 2.272.000 5.619.000 5.619.000
20 WIWIRANO CULUMBATU 3.347.234 2.317.000 5.664.000 5.664.000
Zi WIWIRANO WAWOHEO 3.347.234 2.330.000 5.677.000 5.677.000
22 WIWIRANO LAMPARINGA 3.347.234 2.515.000 5.862.000 5.862.000
23 WIWIRANO LAMONAE UTAMA 3.347.234 1.876.000 5.223.000 5.223.000
24 WIWIRANO WACUMELEWE 3.347.234 1.843.000 5.190.000 5.190.000
25 WIWIRANO MATA OSOLE 3.347.234 1.884.000 5.231.000 5.231.000
26 WIWIRANO PONDOA 3.347.234 2.832.000 6.179.000 6.179.000
27 WIWIRANO WAWONSANGI 3.347.234 1.625.000 4.972.000 4.972.000
28 WIWIRANO WAWONTOAHO 3.347.234 1.491.000 4.838.000 4.838.000
29 WIWIRANO LAROMPANA 3.347.234 1.624.000 4.971.000 4.971.000
30 WIWIRANO WACU PINODO 3.347.234 1.496.000 4.843.000 4.843.000
31 WIWIRANO PADALERE UTAMA 3.347.234 5.383.000 8.730.000 8.730.000
32 LANGGIKIMA MOLORE 3.347.234 5.797.000 9.144.000 9.144.000
33 LANGGIKIMA LAMERURU 3.347.234 4.119.000 7.466.000 7.466.000
34 LANGGIKIMA SARIMUKTI 3.347.234 4.148.000 7.495.000 7.495.000




35 LANGGIKIMA MOROMBO PANTAI 3.347.234 1.850.000 5.197.000 5.197.000
36 LANGGIKIMA POLORA INDAH 3.347.234 3.748.000 7.095.000 7.095.000
37 LANGGIKIMA PARIAMA 3.347.234 1.541.000 4.888.000 4.888.000
38 LANGGIKIMA TOBIMEITA 3.347.234 1 .609.000 4.956.000 4.956.000
39 LANGGIKIMA ALENGGO 3.347.234 7.908.000 11.255.000 11.255.000
40 LANGGIKIMA MEKAR JAYA 3.347.234 5.570.000 8.917.000 8.917.000
41 LANGGIKIMA MOLORE PANTAI 3.347.234 1.976.000 5.323.000 5.323.000
42 LANGGVIKIMA NGAPA INIA 3.347.234 1.023.000 4.370.000 4.370.000
43 MOLAWE BANbAEHA 3.347.234 2.580.000 5.927.000 5.927.000
44 MOLAWE AWILA 3.347.234 3.756.000 7.103.000 7.103.000
45 MOLAWE MOWUNDO 3.347.234 5.401.000 8.748.000 8.748.000
46 MOLAWE MANDIODO 3.347.234 2.832.000 6.179.000 6.179.000
47 MOLAWE TAPUNGGAYA 3.347.234 4.018.000 7.365.000 7.365.000
48 MOLAWE MATAIWOI 3.347.234 1.552.000 4.899.000 4.899.000
49 MOLAWE AWILA PUNCAK 3.347.234 1.768.000 5.115.000 5.115.000
50 MOLAWE TAPUEMEA 3.347.234 2.268.000 5.615.000 5.615.000
51 LASOLO ABOLA 3.347.234 2.370.000 5.717.000 5.717.000
52 LASOLO BELALO 3.347.234 1.551.000 4.898.000 4.898.000
53 LASOLO ANDEO 3.347.234 911.000 4.258.000 4.258.000
54 LASOLO MATAPILA 3.347.234 1.834.000 5.181.000 5.181.000
55 LASOLO ANDUMOWU 3.347.234 1.849.000 5.196.000 5.196.000
56 LASOLO BASULE 3.347.234 1.791.000 5.138.000 5.138.000
57 LASOLO WAWORAHA 3.347.234 1.615.000 4.962.000 4.962.000
58 LASOLO OTOLE 3.347.234 1.890.000 5.237.000 5.237.000




59 LASOLb WATUKILA 3.347.234 2.810.000 6.157.000 6.157.000
60 LASOLO LAMETONO 3.347.234 2.096.000 5.443.000 5.443.000
61 LASOLO LARODANGGE 3.347.234 1.790.000 5.137.000 5.137.000
62 LASOLO TETELUPAI 3.347.234 1.066.000 4.413.000 4.413.000
63 LASOLQ LALOWARU 3 .347,234 1.399.000 4.746.000 4.746.000
64 LASOLO MUARA TINOBU 3.347.234 3.673.000 7.020.000 7.020.000
65 LASOLO MAROMBO PANTAI 3.347.234 1.426.000 4.773.000 4.773.000
66 LASOLO TOKOWUTA 3.347.234 1.171.000 4.518.000 4.518.000
67 LEMBO ALO ALO 3.347.234 1.490.000 4.837.000 4.837.000
68 LEMBO PUULEMO 3.347.234 3.883.000 7.230.000 7.230.000
69 LEMBO PADALEU 3.347.234 2.47;1 .000 5.818.000 5.818.000
70 LEMBO BUNGGUOSU 3.347.234 1.602.000 4.949.000 4.949.006
71 LEMBO PUUSIAMBU 3.347.234 1.525.000 4.872.000 4.872.000
72 LEMBO TAIPA 3.347.234 1.883.000 5.230.000 5.230.000
73 LEMBO TONGALINO 3.347.234 1.315.000 4.662.000 4.662.000
74 LEMBO PASIR PUTIH 3.347.234 2.184.000 5.531.000 5.531.000
75 LEMBO LARAMO 3.347.234 1.618.000 4.965.000 4.965.000
76 LEMBO LAPULU 3.347.234 1.136.000 4.483.000 4.483.000
77 LEMBO WATUWULA 3.347.234 1.402.000 4.749.000 4.749.000
78 SAWA LALEMBO 3.347.234 1.100.000 4.447.000 4.447.000
79 SAWA LAIMEO 3.347.234 1.208.000 4.555.000 4.555.000
80 SAWA PUDONGGALA 3.347.234 1.199.000 4.546.000 4.546.000
81 SAWA MATANGGONAWE 3.347.234 1.187.000 4.534.000 4.534.000
82 SAWA KOKAPI 3.347.234 1.834.000 5.181.000 5.181.000




83 SAWA TONGAUNA 3.347.234 1.321.000 4.668.000 4.668.000
84 SAWA PUUP! 7 3.347.234 1.699.000 5.046.000 5.046.000
85 SAWA PUDONGGALA UTAMA 3.347.234 1.267.000 4.614.000 4.614.000
86 SAWA ULU SAWA 3.347.234 1.156.000 4.503.000 4.503.000
87 SAWA TUDUNGANO 3.347.234 1.107.000 4.454.000 4.454.000
88 SAWA TANJUNG LAIMEO 3.3477.234 1.281.000 4.628.000 4.628.000
89 SAWA PANGGULAWU 3.347.234 958.000 4.305.000 4.305.000
90 SAWA PEKAROA 3.347.234 897.000 4.244.000 4.244.000
91 OHEO LARONAHA 3.347.234 2.171.000 5.518.000 5.518.000
92 OHEO BANDAEHA 3.347.234 1.774.000 5.121.000 5.121.000
93 OHEO KOTAV MAJU 3.347.234 1.250.000 4.597.000 4.597.000
94 OHEO LANDAWE 3.347.234 2.392.000 5.739.000 5.739.000
95 OHEO WIWIRANO 3.347.234 2.010.000 5.357.000 5.357.000
96 OHEO MOPUTE 3.347.234 1.630.000 4.977.000 4.977.000
97 OHEO TADOLOIYO 3.347.234 3.094.000 6.441.000 6.441.000
98 OHEO PUUHIALU 3.347.234 1.871.000 5.218.000 5.218.000
99 OHEO SAMBANDETE 3.347.234 2.846.000 6.193.000 6. 193.006
100 OHEO PAKA INDAH 3.347.234 2.525.000 5.872.000 5.872.000
101 OHEO LAMEORU 3 .347.234 1. 14é.000 4.489.00Q 4.489.000
102 OHEO WALANDAWE 3.347.234 1.405.000 4.752.000 4.752.000
103 OHEO BENDEWUTA 3.347.234 1.897.000 5.244.000 5.244.000
104 OHEO TINONDO 3.347.234 2.253.000 5.600.000 5.600.000
105 OHEO HOROE 3.347.234 1.173.000 4.520.000 4.520.000
106 OHEO TADOLOIYO TRANS 3.347.234 1.811.000 5.158.000 5.158.000




107 ANDOWIA LAHIMBUA 3.347.234 3.520.000 6.867.000 6.867.000
108 ANDOWIA LARONANGA 3.347.234 2.710.000 6.057.000 6.057.000
109 ANDOWIA LAMBUDONI 3.347.234 4.632.000 7.979.000 7.979.000
110 ANDOWIA LAMONDOWO 3.347.234 3.218.000 6.565.000 6.565.000
111 ANDOWIA LABUNGGA 3.347.234 3.443.000 6.790.000 6.790.000
112 ANDOWIA MATAIWOI 3.347.234 1.790.000 5.137.000 5.137.000
113 ANDOWIA LAROBENDE 3.347.234 1.639.000 4.986.000 4.986.000
114 ANDOWIA PUUSULI 3.347.234 3.456.000 6.803.000 6.803.000
115 ANDOWIA BANGGAREMA 3.347.234 5.148.000 8.495.000 8.495.000
116 ANDOWIA AMOLAME 3.347.234 2.632.000 5.979.000 5.979.000
117 ANDOWIA ANGGOLOHIPO 3.347.234 1.038.000 4.385.000 4.385.000
118 ANDOWIA PUUWONUA 3.347.234 2.792.000 6.139.000 6.139.000
119 ANDOWIA AMBAKE 3.347.234 2.196.000 5.543.000 5.543.000
120 ANDOWIA WAWORATE 3.347.234 1.221.000 4.568.000 4.568.000
121 MOTUI TONDOWATU 3.347.234 1.618.000 4.965.000 4.965.000
122 MOTUI MATANDAHI 3.347.234 1.280.000 4.627.000 4.627.000
123 MOTUI BANGGINA 3.347.234 1.066.000 4.413.000 4.413.000
124 MOTUI MOTUI 3.347.234 915.000 4.262.000 4.262.000
125 MOTUI WAWOLURI 3.347.234 1.380.000 4.727.000 4.727.000
126 MOTUI LAMBULUO 3.347.234 1.208.000 4.555.000 4.555.000
127 MOTUI PONI PONIKI 3.347.234 887.000 4.234.000 4.234.000
128 MOTUI PUUWONGGIA 3.347.234 1.342.000 4.689.000 4.689.000
129 MOTUI PUNGGULAHI 3.347.234 1.079.000 4.426.000 4.426.000
130 MOTUI SAMA SUBUR 3.347.234 1.283.000 4.630.000 4.630.000




MOTUI

131 RANOMBUPULU 3.347.234 893.000 4.240.000 4.240.000
132 MOTUI TOBIMEITA 3.347.234 1.081.000 4.428.000 4.428.000
133 MOTUI KAPOLANO 3.347.234 871.380 4.219.000 4.219.000
134 MOTUI SAMBASULE 3.347.234 947.000 4.294.000 4.294.000
135 WAWOLESEA TANJUNG BUNGA 3.347.234 2.039.000 5.386.000 5.386.000
136 WAWOLESEA KAMPOH BUNGA 3.347.234 2.203.000 5.550.000 5.550.000
137 WAWOLESEA LEMO BAJO 3.347.234 2.629.000 5.976.000 5.976.000
138 WAWOLESEA BARASANGA 3.347.234 1.884.000 5.231.000 5.231.000
139 WAWOLESEA WAWOLESEA 3.347.234 1.824.000 5.171.000 5.171.000
140 WAWOLESEA TOREO 3.347.234 1.904.000 5.251 .000 5.251.000
141 WAWOLESEA OTIPULU 3.347.234 2.092.000 5.439.000 5.439.000
142 WAWOLESEA KAMPOH CINA 3.347.234 1.234.000 4.581.000 4.581.000
143 LASOLO KEPULAUAN BOENAGA 3.347.234 2.892.000 6.239.000 6.239.000
144 LASOLO KEPULAUAN WATURAMBAHA 3.347.234 2.495.000 5.842.000 5.842.000
145 LASOLO KEPULAUAN LABENGKI 3.347.234 1.850.000 5.197.000 5.197.000
146 LASOLO KEPULAUAN MOROMBO 3.347.234 1.264.000 4.611.000 4.611.000
147 LASOLO KEPULAUAN TAPUNOPAKA 3.347.234 1.001.000 4.348.000 4.348.000
148 LASOLO KEPULAUAN BOEDINGI 3.347.234 827.000 4.207.038 4.207.038
149 LANDAWE KURATAO 3.347.234 3.367.000 6.714.000 6.714.000
150 LANDAWE LANDIWO 3.347.234 1.539.000 4.886.000 4.886.000
151 LANDAWE KOLOSUA 3.347.234 1.928.000 5.275.000 5.275.000
152 LANDAWE LAUMOSO 3.347.234 7.079.000 10.426.000 10.426.000
153 LANDAWE HIALU UTAMA 3.347.234 1.574.000 4.921.000 4.921.000
154 LANDAWE POLO-POLORA 3.347.234 1.494.000 4.841.000 4.841.000




155 LANDAWE TAMBAKUA 3.347.234 3.817.000 7.164.000 7.164.000
156 LANDAWE MATABAHO 3.347.234 960.000 4.307.000 4.307.000
157 LANDAWE LANDAWE UTAMA 3.347.234 5.913.000 9.260.000 9.260.000
158 LANDAWE MATA BENUA 3.347.234 6.897.000 10.244.000 10.244.000
159 LANDAWE HIALU 3.347.234 6.060.000 9.407.000 9.407.000

JUMLAH 532.210.223 354.810.380 887.017.038 887.017.038
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